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YUNUS (B11111084), Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung 
Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Korupsi, Dibimbing Oleh  Muhadar selaku Pembimbing I 
dan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
implementasi SE-001/JA/A/2010 terhadap pengendalian penanganan 
perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan serta untuk 
mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan SE-001/JA/A/2010 
terhadap pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi 
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan, 
penulis berkesimpulan bahwa SE-001/JA/A/2010 tidak diimplementasikan 
sebagaimana mestinya, baik di tingkat Kejaksaan Tinggi Sulselbar 
maupun di Kejaksaan Negeri Makassar. Alasannya ialah bahwa SE-
001/A/JA/01/2010 tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif; Perkara 
tersebut menarik perhatian masyarakat luas, sehingga mendorong 
Kejaksaan Tinggi untuk menanganinya; Situasi politik di daerah tidak 
memungkinkan; Apabila perkara tersebut diduga pelakunya adalah orang-
orang penting atau pejabat yang memiliki kewenangan besar di daerah itu 
dikhawatirkan adanya intervensi. Kelebihan penerapan SE-
001/A/JA/01/2010 adalah pimpinan Kejaksaan, baik di Kejaksaan Negeri, 
Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung dapat dengan mudah 
memonitor perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
serta dapat memilah atau tidak disparitasnya penanganan perkara 
korupsi, sedangkan kekurangan penerapan SE-001/A/JA/01/2010 adalah 
memberi peluang bagi Kepala Kejaksaan di daerah menyalahgunakan 
kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan 
membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan penuntutan perkara 
korupsi. 
 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni agar 
segera dibentuk pengadilan negeri tindak pidana korupsi demi efisiensi 
proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dan tidak perlu adanya 
pembatasan kewenangan dalam melakukan pengendalian penanganan 
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan angka di atas dan di bawah Rp 
5 MilIar.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa negara Indonesia ialah negara 
kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menandakan 
bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), 
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Dengan kata lain 
pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) 
dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).   
Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting 
negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di 
hadapan hukum (equality before of the law). Oleh karena itu setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kehadiran 
hukum sebagai pengendali dari berbagai aspek kehidupan manusia 
mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan 





Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat mempunyai 
tujuan yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu:1 
1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatif, 
dimana tujuan hukum dititkberatkan pada kepastian hukumnya. 
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum 
dititikberatkan pada segi keadilan. 
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan 
pada segi kemanfaatannya. 
Tujuan hukum ini akan timbul ketika terjadi suatu perbuatan hukum yang 
tentunya mempunyai akibat-akibat hukum yang dilakukan oleh subjek 
hukum dalam ruang dan waktu tertentu. 
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, 
peraturan-peraturan hukum juga bertambah. Hal demikian bertujuan 
mengikuti norma-norma baru yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, 
seperti halnya ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dengan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, antara lain 
pada Bab IV huruf C, butir 2 huruf c, sebagai berikut. (MPR, Ketetapan 
Nomor X/MPR/1998)  
“Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.” 
 
                                                             
1
 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). 
Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 72 
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Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum 
sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan 
sebagai pengatur kehidupan nasional. Upaya mewujudkan hal tersebut 
tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang 
harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparatur negara terutama 
aparat penegak hukumnya sehingga diperoleh aparat yang bersih, bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga akan tercapai sikap 
dan perilaku seluruh aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi 
hukum.2 
Dalam usaha menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara 
hukum, diperlukan sinergitas lembaga penegakan hukum yang efektif, 
efisien, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun (merdeka). Lembaga 
penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan tidak 
boleh semaunya menjalankan hukum maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang 
sebagaimana mestinya.  
Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam 
menciptakan harmonisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Maka dari 
itu, polisi, jaksa dan hakim memiliki karakteristik profesi masing-masing. 
                                                             
2
   Ledeng Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 
hlm. 1-2  
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Sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: 
1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
 
Kemudian mengenai karakteristik profesi Kejaksaan, berdasarkan 
Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, 
ditegaskan dalam Pasal 2:3 
1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang 
ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 
2) Kekusaan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 
secara merdeka. 
3) Kejaksaan sebaigamana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak 
terpisahkan. 
 
Menurut Marwan Effendy, dari Undang-undang tersebut dapat 
ditarik suatu kesimpulan yaitu:4 
1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum 
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum 
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum 
negara 
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. 
 
Lebih lanjut lagi, bahwa karakteristik profesi polisi ialah bahwa polisi 
bukan hanya penegak hukum, melainkan juga memiliki tugas dan 
kewenangan lain sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat 
serta pelindung warga masyarakat. 
                                                             
3
 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Volume 1. Jakarta: 
Kencana, hlm. 507-509 
4
  Ibid. 
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Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia 
merupakan negara yang memiliki cita-cita mulia untuk mewujudkan hukum 
sebagai panglima melalui aparat penegak hukumnya. Akan tetapi, hal 
demikian masih jauh dari apa yang diharapkan, justru hukum yang 
seharusnya menjadi panglima berubah menjadi alat bagi penguasa dalam 
menguatkan kekuasaan dan cenkramannya. Peristiwa hukum yang 
dipertunjukkan para penguasa ialah merajalelanya perbuatan korupsi di 
berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, sosial, politik maupun hukum. 
Korupsi merupakan momok bangsa saat ini. Hal itu disebabkan 
karena perbuatan korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat 
merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara serta 
menghambat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan survei 
Transparency Internasional (TI) tahun 2013, Indonesia masuk ranking ke-
114 dari 177 daftar negara terkorup di dunia, dengan skor 32. Sedangkan 
negara terbersih dari korupsi atau berada teratas ditempati negara 
Denmark dengan skor 93 dan New Zealand dengan skor yang sama.5 Hal 
ini menandakan kehidupan perekonomian Indonesia berada dalam status 
siaga atau waspada. 
Sejak era orde baru sampai era reformasi, tidak ada upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang cukup efisien dan efektif. Hal 
ini merupakan suatu hal yang sangat ironis, mengingat tujuan era 
                                                             
5
  http://nasional.sindonews.com/read/812903/13/pemberantasan-korupsi-di-indonesia-
stagnan, diakses 11 September 2014 
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reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).6 
Hal Ini juga menunjukkan aparat penegak hukum tidak serius 
memberantas korupsi. 
Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi 
politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi 
sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggorogoti 
saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis 
institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang 
memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan 
hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Dengan 
demikian praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini 
berlangsung secara sistematis.7 
Dengan menyadari akan dampak negatif dari penyakit korupsi  
yang kompleks, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas 
korupsi seperti dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, 
antara lain : 
1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm-06/1957, Tanggal 9 April 
1957 
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 
Prt/Peperpu/013/1958, Tanggl 16 April 1958, Tentang Pengusutan, 
Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan 
Pemilikan Harta Benda (BN Nomor 40 Tahun 1958) 
3. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
5. TAP MPR No. IX/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Koruspi, Kolusi dan Nepotisme 
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 
Akan tetapi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut 
belum mampu meredam gejolak korupsi di Indonesia. Justru sebaliknya, 
semakin bertambahnya jumlah kasus korupsi saat ini. 
Permasalahan yang penting saat ini dalam menangani perkara 
tindak pidana korupsi ialah bagaimana efektifitas kinerja aparat penegak 
hukum. Aparat penegak hukum yang cukup menarik perhatian ialah 
kejaksaan, karena dasar pertimbangan dibentuknya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah karena kinerja kejaksaan dalam 
memberantas korupsi tidak berjalan secara efektif (lamban).  
Oleh karena itu, hal demikian menjadi pekerjaan rumah bagi pihak 
kejaksaan agar lebih efektif dalam menangani perkara korupsi. Hal itu juga 
diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Kejaksaan berwenang 
melakukan penyidikan dan penuntutan dalam hal penyelesaian dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi.  
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Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang RI 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan : 
1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik 
Indonesia 
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi 
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota 
Hal itu berarti, kewenangan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari 
kewenangan Kejaksaan Tinggi, begitupun dengan kewenangan 
Kejaksaan Tinggi merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan Agung. 
Khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung telah 
mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengendalian Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Korupsi (SE-001/A/JA/01/2010) yang membatasi 
kewenangan antara Kejakssan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 
Negeri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berdasarkan 
jumlah kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut menandakan 
adanya batasan kewenangan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi 
dan Kejaksaan Negeri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. 
Hal demikian tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan 
kejaksaan, dimana Kejaksaan Agung daerah hukumnya meliputi wilayah 
negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi meliputi wilayah provinsi 
dan Kejaksaan Negeri meliputi wilayah kabupaten/kota. 
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Selain itu,  tujuan utama dikeluarkannya surat edaran Jaksa Agung 
tersebut ialah untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara serta 
upaya peningkatan kemandirian jaksa, namun dalam kurun waktu empat 
tahun sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, penanganan perkara 
tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan belum berjalan secara efektif 
dan efisien karena masih banyak perkara korupsi yang lamban ditangani 
pihak Kejaksaan selama ini.  
Dari data yang dihimpun Kejati Sulselbar, terdapat belasan kasus 
yang mandek dan di SP3. Kasus-kasus tersebut diantaranya, korupsi 
Pabrik Kakao Kabupaten Gowa, Pajak Dispenda Sulsel, korupsi Mobil 
Toko (Moko), Pengadaan logistik pilkada Gubernur Sulsel dan Walikota 
Makassar, Izin pertambangan PT Isco, Pembangunan gedung menara 
Phinisi UNM, korupsi dana Bansos Sidrap, Gernas Kakao Luwu, korupsi 
Trase dan Pradesign Jalan Lingkar Kabupaten Selayar.8 
Terkhusus pada kasus dugaan korupsi dana bansos Sidrap dengan 
kerugian negara Rp 4,2 miliar yang seharusnya ditangani oleh pihak 
Kejaksaan Negeri Sidrap, justru pihak Kejaksaan Tinggi yang menangani 
kasus tersebut.9 Hal itu menandakan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 
Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Korupsi tidak diindahkan. 
                                                             
8  http://lintasterkininews.com/14/08/2014/kejati-sulselbar-hentikan-belasan-kasus-
korupsi.html, diakses 11 September 2014 
9
  http://makasaar.tribunnews.com/2014/02/18/humas-kejati-belum-tahu-
perkembangan-bansos-sidrap, diakses 11 September 2014 
10 
 
Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk mengangkat 
permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan penelitian skripsi dengan 
judul “Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas, Penulis membatasi 
pertanyaan dengan rumusan masalah : 
1. Bagaimanakah implementasi SE-001/A/JA/01/2010  terhadap 
pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh Kejaksaan? 
2. Apakah kelebihan dan kekurangan penerapan SE-
001/A/JA/01/2010 terhadap penanganan perkara tindak pidana 
korupsi?  
C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana identifikasi pertanyaan rumusan masalah di atas, 
penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi SE-
001/A/JA/01/2010  terhadap pengendalian penanganan perkara 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. 
2. Untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan 
penerapan SE-001/A/JA/01/2010 terhadap penanganan perkara 






D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini akan dituangkan dalam Penulisan skripsi dan 
diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan 
wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana, 
khususnya di bidang pengendalian penanganan perkara tindak 
pidana korupsi. 
2. Sebagai referensi atau bacaan yang akan membantu pihak 





















A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
Bab III Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa: 
(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyarakatan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Pada Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur lebih lanjut 
bahwa: 
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi 
yang setingkat yang dibentuk dengan 
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 Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat; 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 
 “Surat Edaran” dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Pasal 1 angka 43 bahwa 
yang dimakud dengan Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi 
pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal 
tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 
 
B. Efektivitas Hukum 
Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan 
terhadap hukum secara umum, antara lain:10 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh 
karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-
undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu 
memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-
undang tersebut. 
 
                                                             
10
  Achmad Ali. Op.cit, hlm. 376-378 
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b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan 
substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika 
aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami 
secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari 
penegak hukum yang akan menerapkannya. 
 
 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita 
tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua 
penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak 
mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu 
mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika 
aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal. 
 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab  hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih 
mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan 
(mandatur). 
e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang 
dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat 
untuk tujuan lain. 
 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, 
sanksi denda yang diancamkan undang-undang lalu lintas dan 
angkutan jalan raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika 
dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan 
rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat 
pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk 
mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu 
ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga 
masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut. 
 
 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan 
hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang 
bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil 
untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi 
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perbuatan yang sering dikenal sebagai „sihir‟ atau „tenung‟, adalah 
mustahil untuk efktif dan dibuktikan. 
 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
berentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang 
menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang 
sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan 
diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma 
agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan 




i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai 
dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan 
penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya 
terhadap suatu kasus konkret. 
 
j. Efektif atau tidak tidaknya suatu aturan hukum secara umum, 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal 
di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau 
banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum 
akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos 
atau situasi perang dahsyat. 
 
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum 
dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut :11 
1) Faktor hukumnya sendiri 
2) Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan 
5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dalam pergaulan 
hidup. 
                                                             
11
 Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 8 
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Rusli Effendy menjelaskan bahwa apabila hukum itu ditaati atau 
dilaksanakan, berarti hukum itu mempunyai pengaruh positif sedangkan 
jika kaidah hukum itu tidak ditaati atau dilaksanakan maka berarti kaidah 
hukum itu mempunyai pengaruh negatif. Pengaruh positif itulah disebut 
efektifitas hukum. Jika dibandingkan dengan tujuan dari suatu kaidah 
hukum maka dapat dikatakan apabila perilaku warga masyarakat sesuai 
dengan tujuan kaidah hukum berarti yang terwujud adalah pengaruh 
positif atau dengan kata lain hukum itu efektif.12 
C. Kejaksaan Republik Indonesia 
 
1. Pengertian Kejaksaan  
Berdasarkan buku lima windu sejarah RI 1945-1985 yang 
diterbitkan Kejaksaan Agung RI, bahwasanya kata “Jaksa” berasal dari 
bahasa Sanskerta Adhyaksa, yang dalam perkembangannya sampai saat 
ini telah memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama “Tri Krama 
Adhyaksa” yaitu Satya. Adhi, dan Wicaksana. Adapun pengertian Satya, 
Adhi, dan Wicaksana, sebagai berikut:13 
1. SATYA, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun 
kepada sesama manusia. 
                                                             
12
   Rusli Effendy. 1991. Teori Hukum. Makassar: Sinar Hasanuddin Pres, hlm. 76  
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2. ADHI, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama 
pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
keluarga maupun terhadap sesama manusia. 
3. WICAKSANA, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku 
khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya. 
Data sejarah nasional menunjukkan bahwa jauh sebelum lahirnya 
negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu masa 
kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu kerajaan Majapahit di bawah 
kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) telah ada beberapa jabatan 
di kerajaan tersebut yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan 
Dharmadhyaksa. Ketiga kata-kata tersebut adalah bahasa Sanksekerta.14 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan adalah satu 
dan tidak terpisah-pisahkan yang bertindak demi keadilan dan kebenaran 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung 
prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan  
hukum (equality before of the law). 
Dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia: 
Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa: 
“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 
 
                                                             
14
 Anomin. 1985. Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta, hlm. 8  
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Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa: 
“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
 
Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa: 
“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang 
ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 




2. Visi dan Misi Kejaksaan 
Kejaksaan mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya, yaitu:15 
1. Visi 
Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan 
keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki integritas moral 
yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi 
hukum dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat serta memerhatikan hak asasi manusia. 
 
2. Misi 
a. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah 
hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan 
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
                                                             
15
  Andi Sofyan, Op.cit, hlm. 94 
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b. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan 
kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma 
keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-
nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam 
masyarakat. 
c. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut 
menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan 
mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
d. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara 
e. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.  
3. Kedudukan Kejaksaan 
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 
UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain 
tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, 
Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-
undang.16 
                                                             
16 Marwan Effendy. 2005. Kejaksaan RI; Posisi Dan Fungsinya Dari Persfektif Hukum.     
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 120-121 
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Selanjutnya, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:17 
(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang 
ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. 
(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara merdeka 
(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak 
terpisahkan. 
Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI adalah:18 
(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik 
Indonesia 
(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi 
(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. 
 
 
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
Dalam Bab III Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang jaksa secara 
umum, ialah: 
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melakukan penuntutan;  
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  




 Andi Sofyan, Op.cit. hlm. 96 
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c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan pidana  
bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan keputusan lepas 
bersyarat;  
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu 
berdasarkan undang-undang;  
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat 
melakukan pemeriksaan  tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan 
penyidik.  
(2) Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  Kejaksaan  dengan 
kuasa khusus  dapat bertindak baik  di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  
(3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketenteraman  umum,  Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;  
d. Pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat membahayakan 
masyarakat dan negara;  
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  
f. Penelitian  dan  pengembangan  hukum  serta  statistik kriminal.  
Selain itu, Kejaksaan  dapat  meminta  kepada  hakim  untuk  
menempatkan seorang  terdakwa  di  rumah  sakit,  tempat  perawatan  
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jiwa,  atau tempat  lain  yang  layak  karena  yang  bersangkutan  tidak  
mampu berdiri  sendiri  atau  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  dapat 
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan 
kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 
negara atau instansi lainnya. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan 
dalam  bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.19 
Terkhusus terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memilik tugas dan fungsi :20 
1. Tugas 
Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, 
penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, 
pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan 
hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung 
 
2. Fungsi  
a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus 
berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang 
tugasnya; 
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 Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 
20




b. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, 
eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan 
pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas 
bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasianya; 
c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian 
bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tinak 
pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai 
penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung; 
d. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau 
pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana 
khusus masalah dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan 
penegakan hukum; 
e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan 
integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan 
kejaksaan; 
f. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan 
dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:21  
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a. Menetapkan  serta mengendalikan  kebijakan  penegakan  hukum 
dan  keadilan  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang 
Kejaksaan;  
b. Mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh 
undang-undang; 
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;  
d. Mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada 
Mahkamah  Agung    dalam  perkara  pidana,  perdata,  dan  tata 
usaha negara;  
e. Dapat  mengajukan  pertimbangan  teknis  hukum  kepada 
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;  
f. Mencegah  atau  menangkal  orang  tertentu  untuk  masuk  atau 
keluar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana  sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Jaksa  Agung memberikan  izin  kepada  tersangka  atau  terdakwa 
untuk berobat atau menjalani  perawatan di rumah sakit dalam  negeri, 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. 
Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan  
secara  independen  demi  keadilan  berdasarkan hukum dan hati 
nurani.22 Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 
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Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan.  
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung 
dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa 
Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu 
kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu 
pimpinan.  
Sehubungan dengan tindak pidana korupsi, bukan hanya KPK dan 
Kepolisian yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi, akan 
tetapi Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana yang 
dipertegas pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 
tanggal 10 November 1994 dan Fatwa KMA No. KMA/102/III/2005 tanggal 
9 Maret 2005 Materi Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari 
Hukum Pidana Khusus (Ius Speciale, Ius Singulare / Bijzonder Strafrecht) 
dan pihak yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi adalah pihak kejaksaan. Selanjutnya lebih jauh lagi 
dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan 
bahwa : “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara 




5. Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak 
Pidana Korupsi 
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 30 Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, ada tiga kewenangan 
Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yakni  
melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. 
 
1) Kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap 
perkara tindak pidana korupsi 
Menurut K. Wantjik Saleh, Penyidikan atau yang biasa juga disebut 
Pengusutan, dalam istilah asingnya disebut Opsporing adalah merupakan 
persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu Penuntutan (Verpolging), 
dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. 
Karena itu tak dapat dilakukan Penuntutan sebelum dilakukan penyidikan 
atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah 
merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan 
kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang 
melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah 
yang terlibat dengan perbuatan itu. Dan suatu penyidikan atau 
pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara 
tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.23 
Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang 
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  K. Wantjik Saleh. 1974. Tindak Pidana Korupsi Dan Suap. Jakarta Timur: Ghalia   
Indonesia, hlm. 58 
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dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Demikian pula menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik adalah: 
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia 
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang.24 
Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 
2) Kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap 
perkara tindak pidana korupsi 
Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa Penuntut 
Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian 
pada Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah 
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di siding pengadilan. 
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3) Kewenangan Kejaksaan melaksanakan putusan pengadilan 
terhadap perkara tindak pidana korupsi 
Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa “Putusan 
Pengadilan” adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. Setelah pembacaan putusan pengadilan 
(hakim), apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum 
tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) 
tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum 
yang tetap, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan 
sebagaimana menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 
(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh 
jaksa 
(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua pengadilan yang 
bersangkutan berdasarkan Undang-undang. 
Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
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tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 
D. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 
Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Sehubungan dengan meningkatnya penanganan perkara tindak 
pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, maka untuk efisiensi dan efektivitas 
penanganan perkara serta upaya peningkatan kemandirian jaksa 
sebagaimana diamanatkan dalam Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 
2009, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri 
dengan nilai kerugian negara Rp 5 Miliar kebawah, termasuk kebijakan 
penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan 
perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. 
2. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi 
dengan nilai kerugian negara diatas Rp 5 Miliar, termasuk kebijakan 
penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan 
perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. 
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan 
berdampak nasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi 
dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh 




E. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah Straafbaarfeit 
untuk menyebutkan nama tindak pidana. Selanjutnya Simons memberikan 
definisi terhadap tindak pidana atau straafbaarfeit:25 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” 
 
E. Utrecht menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-
negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum 
(rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang 
diatur oleh hukum.26 
Menurut Pompe, perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu:27 
“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 
dengan sengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah 
penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum.” 
 
Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah:28 
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
sama disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan 
diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan 
ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya 
ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). 
 
Menurut Adami Chazawi, tindak pidana atau dalam bahasa belanda 
strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek 
van strafrecht, atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang 
berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing, yaitu delict. 
Oleh karena itu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan 
subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan 
KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.29 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas 
keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, 
berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila 
telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.30 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur Tindak Pidana ialah:31 
a. Unsur Subjektif 
1) Kesengajaan atau kelalaian 
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
menurut Pasal 308 KUHP. 
 
b. Unsur Objektif 
1) Sifat melawan hukum 
2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
 
Sedangkan Amir Ilyas menyebutkan bahwa tindak pidana adalah 
setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:32 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan 
delik) 
2. Memiliki sifat melawan hukum 
3. Tidak ada alasan pembenar. 
 
3. Subjek Tindak Pidana33 
 
Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana 
adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada 
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perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang 
menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, 
juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal 
KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Dengan adanya 
perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum 
turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala 
dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk 
perumusan berbagai tindak pidana.  
Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana 
adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus 
dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan 
terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali 
seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. 
Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu 
perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana 
sebagai subjek suatu tindak pidana. hukuman tindak pidana ini tentunya 
hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan 
perkumpulan. 
F. Tindak Pidana Korupsi 
 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: 
Corruptio = penyuapan; Corruptore = Merusak) gejala dimana para 
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pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.34 
Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa: 
a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 
ketidakjujuran.35 
b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok, dan sebagainya.36 
c) -Korup (busuk, suka menerima uang/sogok; memakai kekuasaan untuk 
kepentingan sendiri dan sebagainya) 
-Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok, dan sebagainya) 
-Koruptor (orang yang korupsi).37 
 
Sedangkan dalam The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi 
berarti: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, 
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 
menghina atau memfitnah.38 
Baharuddin  Lopa mengemukakan bahwa:39 
“Korupsi dalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan 
penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai 
perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan 
rakyat/umum.” 
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Lebih lanjut Lopa mengemukakan dan memandang korupsi dalam 
bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai 
berikut:40 
“Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara 
adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik 
dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara 
penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat 
mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu 
pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran 
yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu 
pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan 
(mempublisir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas 
namanya adalah ciptaan orang lain.”  
 
Menurut Suyatno, Korupsi didefiniskan menjadi empat jenis, yaitu 
sebagai berikut:41 
1. Discretionery corruption ialah korupsi yang dilakukan karena 
adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun 
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat 
diterima oleh para anggota organisasi. 
2. Illegal corruption ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan 
regulasi tertentu. 
3. Mercenery corruption ialah jenis tindak pidana korupsi yang 
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 
4. Ideological corruption ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 
 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian tindak pidana korupsi: 
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“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 
 
 
Ermansyah Djaja mengemukakan tujuh tipologi tindak pidana 
korupsi menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:42 
1. Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” 
a. Pasal 2 
b. Pasal 3 
c. Pasal 7 ayat 1 huruf a 
d. Pasal 7 ayat 1 huruf c 
e. Pasal 7 ayat 2 
f. Pasal 8 
g. Pasal 9 
h. Pasal 10 huruf a 
i. Pasal 12 huruf i 
j. Pasal 12A 
k. Pasal 17 
2. Tipe tindak pidana korupsi “suap” 
a. Pasal 5 
b. Pasal 6 
c. Pasal 11 
d. Pasal 12 huruf a 
e. Pasal 12 huruf b 
f. Pasal 12 huruf c 
g. Pasal 12 huruf d 
h. Pasal 12 A 
i. Pasal 17 
3. Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan” 
a. Pasal 12 huruf e 
b. Pasal 12 huruf f 
c. Pasal 12 huruf g 
d. Pasal 12A 
e. Pasal 17 
4. Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan” 
a. Pasal 12 huruf i 
b. Pasal 17 
5. Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi” 
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Sinar Grafika, hlm 59-61 
37 
 
a. Pasal 12B juncto 12C 
b. Pasal 13 
c. Pasal 17 
6. Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan 
pemufakatan” 
a. Pasal 7 ayat 1 huruf b 
b. Pasal 7 ayat 1 huruf d 
c. Pasal 8 
d. Pasal 10 huruf b 
e. Pasal 10 huruf c 
f. Pasal 15  
g. Pasal 16 
h. Pasal 17 
7. Tipe tindak pidana korupsi “lainnya” 
a. Pasal 21 
b. Pasal 22 
c. Pasal 23 
d. Pasal 24 
 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu sebagai 
berikut:43 
a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau 
suatu badan. “Perbuatan Memperkaya” artinya berbuat apa saja, 
misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak 
dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. 
b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan Hukum” di sini 
diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan 
karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 
c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan 
itu diketahui atau patut disangka oleh pembuat bahwa merugikan 




3. Dasar Peraturan Tindak Pidana Korupsi 
Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan 
menjadi Hukum Pidana Umum (ius commue) dan Hukum Pidana Khusus 
                                                             
43
 Evi Hartati, Op.cit. hlm. 18 
38 
 
(ius singulare). Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan 
berlaku secara umum seperti diatur dalam KUHP, sedangkan ketentuan-
ketentuan  hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum 
pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan 
yang khusus (bijzonderlijkfeiten).44 
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia 
dapat dijumpai dalam:45 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam kitab undang-undang hukum 
pidana diatur dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 425, dan 435, yang telah diadopsi oleh undang-undang 
nomor 31 tahun 1999 dan diharmonisasikan dalam Pasal-Pasal 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, dan 13, yang selanjutnya diadopsi oleh undang-undang 
nomor 20 tahun 2001 dan diharmonisasikan dalam Pasal-Pasal 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 12A, 12B, dan 23. 
 
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm-06/1957, Tanggal 9 April 
1957 
Dalam konsideran peraturan penguasa militer nomor prt/pm-
06/1957 disebutkan: “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran 
dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang 
merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak 
ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara 
kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha 
memberantas korupsi..dst.” 
Konsideran tersebut adalah bermaksud dan bertujuan memperbaiki 
peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, dan 
pejabat serta aparat pelaksana pemerintahan.Rumusan atau batasan 
tentang korupsi menurut Peraturan penguasa militer nomor prt/pm-
06/1957 dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun pun juga baik untuk 
kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk 
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kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak langsung 
menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. 
2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang 
menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan 
kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan 
kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa 
keuntungan keuangan atau material baginya. 
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 
Prt/Peperpu/013/1958, Tanggl 16 April 1958, Tentang Pengusutan, 
Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan 
Pemilikan Harta Benda (BN Nomor 40 Tahun 1958). 
Dalam konsideran peraturan penguasa perang pada butir a 
disebutkan: “Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang 
mempergunakan modal dan atau kelonggaran lainnya dari masyarakat 
misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan 
dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan 
beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan 
yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.”  
 
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 
Prt/Peperpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, 
membagi perbuatan korupsi menjadi dua: 
1) Perbuatan korupsi pidana, yang dimaksud dengan perbuatan 
korupsi pidana ialah: 
a. Perbuatan sesorang yang dengan atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari 
masyarakat. 
b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
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c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 
Peraturan penguasa perang ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 
419, dan 420 KUHP. 
2) Perbuatan korupsi lainnya, yang disebut perbuatan korupsi lainnya 
ialah: 
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau 
merugikan keuangan suatu badan yang menerima suatu 
bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum 
lain yang mempergunakan model dan kelonggaran-kelonggaran 
dari masyarakat. 
b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan 
jabatan atau kedudukan. 
 
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp 
Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak 
Pidana Korupsi (LN Nomor 72 Tahun 1960). 
Pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan undang-
undang nomor 1 tahun 1960. Peraturan pemerintah pengganti undang-
undang nomor 24 prp tahun 1960 disebut juga sebagai undang-
undang anti korupsi, mengandung hal-hal baru yang belum diatur 
dalam undang-undang korupsi sebelumnya, antara lain: 
1) Delik percobaan dan delik pemufakatan 
2) Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri  
3) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau 
janji 
4) Pengertian pegawai negeri lebih diperluas 
Pengertian tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 24 
prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan 
tindak pidana korupsi terdapat dalam bab I tentang pengertian tindak 
pidana korupsi, Pasal 1 huruf a, huruf b, dan huruf c yang dimaksud 
dengan korupsi, ialah: 
1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang 
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lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari 
keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara 
atau masyarakat. 
2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan 
jabatan atau kedudukan 
3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 
peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 423, 425, dan 435 KUHP. 
 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat 
dilihat di dalam bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 
2, sebagai berikut: 
1) Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: 
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara 
b. Barang siapa dengan bertujuan  menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara 
c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-
Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 
dan 435 KUHP. 
d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu 
kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada 
jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah 
atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 
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e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 
yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-
Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian 
atau janji tersebut kepada yang berwajib. 
2) Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat 1 huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e. 
 
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 
Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998, bahwa dalam penyelenggaraan 
negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan 
sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, 
yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, 
sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam 
berbagai aspek kehidupan nasional. MPR berketetapan untuk 
memfungsikan secara proporsional dan benar lembaga-lembaga 
negara yang ada, sehingga penyelenggaraan negara dapat 
berlangsung sesuai dengan UUD 1945. 
 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara 
penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara 
dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan 
eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk 
mencegahnya, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang 
nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertujuan 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, 




9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang nomor 31 
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 
20 tahun 2001, terdapat dalam Pasal-Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23, selain memperluas 
pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, 
undang-undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4). 
 
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup 
hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi 
serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara 
tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu 
cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan 
luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 
secara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara 
luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus 
tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan 




11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden 
Republik Indonesia dengan inpres nomor 5 tahun 2004 tentang 
percepatan pemberantasan korupsi, telah menginstruksikan kepada: 
1) Para Menteri kabinet Indonesia bersatu 
2) Jaksa Agung Republik Indonesia 
3) Panglima Tentara Nasional Indonesia 
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4) Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia 
5) Para Kepala lembaga pemerintah non departemen 
6) Para Gubernur 



























A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah: 
1. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar 
2. Kejaksaan Negeri Makassar 
3. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 
Alasan penulis memilih tempat tersebut, karena institusi tersebut 
yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai 
pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi. 
Selain itu, masyarakat juga memberikan penilaian yang cukup rendah 
terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dan 
Kejaksaan Negeri Makassar serta Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 
dalam menanganani perkara tindak pidana korupsi. Dan ketiganya 
mewakili wilayah propinsi, kabupaten dan kota. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari: 
1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik 




2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yang 
berupa angka-angka dari jumlah rekapitulasi data. 
Sedangkan sumber data, terdiri dari: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan pihak yang terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini 
seperti Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan dan Barat, Kejaksaan Negeri Makassar  dan di Kejaksaan Negeri 
Sidenreng Rappang serta pihak lainnya. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai 
hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi. 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka Penulis 






1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data dari berbagai literatur 
yakni : buku, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal 
ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi 
pembahasan. 
 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
teknik interview (wawancara) yakni mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. Wawancara akan dilakukan kepada jaksa 
penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan 
Barat, Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Sidrenreng 
Rappang  serta pihak lainnya guna memperoleh data yang akurat. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu 
dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan 
Analisis Deskriptif  yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang 
nyata mengenai Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil 
wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh kemudian diolah dan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi SE-001/A/JA/01/2010 Terhadap Pengendalian 
Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh 
Kejaksaan 
Dalam melakukan proses pengendalian penanganan perkara tindak 
pidana korupsi, Kejaksaan mengacu pada KUHAP dan Undang-undang 
tertentu, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan 
Kejaksaan. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi di Lembaga Kejaksaan Republik 
Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam tentang implementasi SE-
001/A/JA/01/2010, penulis membahas penanganan perkara tindak pidana 
korupsi berdasarkan KUHAP dan Undang-undang. 
 
1. Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Oleh Kejaksaan RI. 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan 
lain berdasarkan Undang-undang. 46  Kewenangan lain yang disebutkan 
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 
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 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 
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khusunya pada Pasal 30 ayat (1) huruf d adalah kewenangan melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kemudian dalam 
penjelasannya dijelaskan bahwa “kewenanngan dalam ketentuan ini 
adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”  
Kompetensi absolut yang dimiliki Kejaksaan adalah melakukan 
penuntutan terhadap tindak pidana umum dan khusus. Kekuasaan negara 
di bidang penuntutan, diselenggarakan oleh :47 
1. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik 
Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara 
Republik Indonesia. 
2. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi. 
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. 
 Demi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana 
korupsi oleh Kejaksaan, Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran yang 
membagi kewenangan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan 
Kejaksaan Negeri berdasarkan besaran kerugian keuangan negara yang 
ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu, instansi Kejaksaan 
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 Pasal 3-4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 
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dituntut meningkatkan koordinasi internal terhadap penanganan perkara 
tindak pidana korupsi. 
  
Berikut ini, penulis menyajikan data berupa alur penanganan 
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Jampidsus Nomor: B-














































MEMAHAMI DAN MENERAPKAN HUKUM SECARA TEPAT DAN BENAR 
- Inventaris peraturan normal 
- invnetaris surat-surat, disposisi, dll. 
MENGETAHUI MODUS OPERANDINYA 
- 5W+1H 
MEMPELAJARI UNSUR PASAL 
- Inventarisir Pertanyaan Agar Tidak Menyimpang 
- Menjadwal Acara Dinamika Kelompok / Diskusi Terbatas 
MERENCANAKAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN 
- Inventarisir  kerugian Negara 
- Inventarisir saksi-saksi 
- Inventarisir  alat bukti surat 
- Inventarisir barang bukti 






























setiap lini dapat 
diprediksi 
TAHAPAN: 
LID : 14 Hari 
DIK  : 80 Hari 
PRATUT : 10 Hari 
TET  : 10 Hari 
MENYESUAIKAN DENGAN KENDALA 
INTERN DAN EKSTERN 
 
Sumber Data:  Kejaksaan Tinggi Sulselbar,  2014 
53 
 
Berdasarkan alur di atas, penulis memberikan penjelasan 
mengenai mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak 
adanya laporan sampai terbitnya putusan pengadilan: 
1. Asal Laporan Tentang Kerugian Keuangan Negara 
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.48 
Keuangan Negara meliputi:49 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 
ketiga; 
c. Penerimaan negara; 
d. Pengeluaran negara; 
e. Penerimaan daerah; 
f. Pengeluaran daerah; 
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, serta berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ 
perusahaan daerah; 
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum; 
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah. 
Menurut Pasal 108 ayat (1), (4,), (5), dan (6), bentuk laporan atau 
pengaduan adalah:50 
                                                             
48
 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
49
 Ibid. Pasal 2  
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a. Dapat dilakukan dengan lisan, atau 
b. Dilakukan dengan tulisan. 
 
Cara mengajukan atau menyampaikan laporan /pengaduan:51 
a. Kalau laporan berbentuk lisan, laporan atau pengaduan lisan 
tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, 
laporan atau pengaduan ditandatangani oleh pelapor/pengadu 
dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik 
pembantu); 
b. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat 
(penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk 
tertulis, laporan ditandatangani pelapor/pengadu; 
c. Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu 
harus dibuat cacatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 
ayat (3)); 
d. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) 
menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik 
memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan 
kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)). 
 
Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan 
keuangan negara, diperlukan laporan yang kredibilitas terhadap hal 
tersebut. Laporan dapat berasal dari Setiap Orang, Organisasi 
Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 52  Setiap 
informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan 
gelar perkara oleh penegak hukum. 53  Dari hasil wawancara dengan 
Greafik L.T.K. (Jaksa Pidana Khusus di Kejari Makassar) pada Tanggal 21 
Oktober 2014, beliau mengatakan bahwa: 
                                                                                                                                                                       
50  M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
(Penyidikan dan Penuntutan). Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 119-120 
51   Ibid.  
52  Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
53
   Ibid. Pasal 3 ayat (2) 
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“Laporan yang kredibiltas tentang tindak pidana korupsi yang 
menimbulkan kerugian keuangan negara adalah berasal dari 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat 
BPKP. Karena hasil audit BPKP menjadi acuan dalam proses 
penyelidikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Apabila 
kerugian keuangan negara di atas Rp 5 Miliar, maka tetap diadakan 
koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar.” 
 
2. Langkah-Langkah Hukum Yang Dilakukan Pihak Kejaksaan 
Setelah Menerima Laporan Tentang Adanya Tindak Pidana 
Korupsi 
 
a. Melakukan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Tindakan-tindakan dalam proses penyelidikan, antara lain:54 
1. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya; 
2. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan; 
3. Dimana peristiwa itu terjadi; 
4. Kapan persitiwa itu terjadi; 
5. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang 
dirugikan; 
6. Bagaimana peristiwa itu terjadi. 
 
Fungsi dan wewenang penyelidik sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:55 
1. Fungsi dan Wewenang Berdasar Hukum 
a. Menerima laporan atau pengaduan 
Laporan atau pengaduan yang dapat diterima: 
1. Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; 
2. Jika laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh 
penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan 
penyelidik; 
                                                             
54
  Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan  
Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26 
55   M.Yahya Harahap, Op.cit. hlm, 103-108 
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3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus 
dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103). 
 
b. Mencari keterangan dan barang bukti 
Tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai 
langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi 
penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, 
dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyiidikan. 
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai 
Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai 
dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai , tidak perlu surat 
perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasar alasan: Ketentuan 
Pasal 4 menegaskan bahwa setiap pejabat polisi Negara RI adalah 
penyelidik.  
d. Tindakan lain menurut hukum 
Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari 
penyelidk untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan; 
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya; 
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 
5. Menghormati hak asasi manusia. 
 
2. Kewajiban Berdasar Perintah Penyidik 
Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik 




a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, 
dan penyitaan; 
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 
 
3. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan 
Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan 
sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) 
huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan 
penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis. Jadi di samping adanya 
laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya 
pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, 
sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan 
tersebut. 
 
b. Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.56 
Kemudian, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 
kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan 
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka 
penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 
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  Pasal 106 KUHAP 
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keluarganya. Dalam hal penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik 
pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera 
disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.57 
 
Ada beberapa kewenangan yang dimiliki penyidik, antara lain:58 
1. Kewenangan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
2. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil  sesuai dengan Undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam 
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. 
 
Dari hasil wawancara dengan Syahrul J. Subuki (Kepala Seksi 
Penyidikan Pidsus di Kejati Sulselbar) pada Tanggal 20 Oktober 2014, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Ada tiga muara dalam proses penyidikan, yaitu: 
1. Apabila ditemukan cukup bukti, maka hasil penyidikan 
diserahkan ke penuntut umum untuk segera dilakukan 
penuntutan. 
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  Pasal 109 ayat (1), (2), dan ayat (3) KUHAP 
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2. Apabila tidak ditemukan cukup bukti, maka perkara tindak 
pidana korupsi dihentikan dengan surat perintah penghentian 
penyidikan atau SP3. 
3. Apabila ada indikasi bahwa perbuatan itu bukan merupakan 
tindak pidana, melainkan pelanggaran administrasi maka 
penyidik Kejaksaan menyampaikan ke pihak yang berwenang 
melakukan penyidikan, seperti halnya penyidik pajak terhadap 
tindak pidana pajak. 
 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: 
“Apabila Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan terhadap setiap 
perkara tindak pidana korupsi, maka wajib disampaikan 
pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pimpinan 
Kejaksaan Agung dan KPK.” 
 
Kewenangan Kejaksaan pada awal pemeriksaan sebelum perkara 
ditingkatkan ke tahap penuntutan, yaitu: 
1. Penangkapan  
Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu 
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan 
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seseorang dapat ditangkap 
atau perintah penangkapan, apabila terdapat seorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.59 
Prosedur dan tata cara dalam melaksanakan penangkapan 
adalah:60 
1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas 
Kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan 
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  Pasal 17 KUHAP 
60
  Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHAP 
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surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah 
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan 
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus 
segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang 
ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera 
setelah penangkapan dilakukan. 
 
2. Penahanan 
Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan adalah 
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, 
atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan yang 
dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk 
kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk 
kepentingan pemeriksaan hakim.61 
Ada dua syarat dan dasar hukum penahanan dan penahanan 
lanjutan:62 
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  Pasal 20 ayat (1,)(2) dan ayat (3) KUHAP 
62  Andi Sofyan, Op.cit. hlm. 134-135 
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a. Syarat Subjektif 
Syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang 
memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat 
subjektif sebagaimana diatur dalam: 
Pasal 20 ayat (3) KUHP, yaitu: 
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri; 
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan 
barang bukti; dan 
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak 
pidana. 
Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa alasan penahanan dan penahanan 
lanjutan, yaitu “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan 
yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau 
mengulangi tindak pidana.” 
b. Syarat Objektif 
Syarat objketif yaitu syarat tersebut dapat diuji atau tidak oleh orang 
lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) 
KUHAP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila: 
“Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana 
62 
 
dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana 
tersebut dalam hal: 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau 
lebih; 
b. Tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun, tetapi 
sebagaimana dimaksud dalam: 
1) KUH Pidana, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 
ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, 
Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480 dan 
Pasal 506; 
2) Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan 
Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 
471), yaitu Pasal 25 dan Pasal 26; 
3) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yaitu Pasal 85, 86, 
87 dan Pasal 87; 
4) Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang 
Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 
Nomor 8), yaitu Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4, yaitu tidak punya 
dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan 
pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak 
mempunyai dokumen imigrasi yang sah. 
 
Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan 
oleh penyidik maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim ahli dengan 
jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagai 
berikut:63 
1. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan 
memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. 
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Pelaksanaan kedua jenis penahanan terdapat perbedaan yaitu 
perbedaan sebutan: Apabila penyidik atau penuntut umum yang 
melakukan penahanan, maka penyidik atau penuntut umum segera 
mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan” 
tersangka, sedangkan apabila hakim yang melakukan penahanan, 
maka hakim mengeluarkan “Surat penetapan penahanan” kepada 
terdakwa. 
2. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, harus 
memuat hal-hal: 
a. Identitas tersangka atau terdakwa (nama, umur, pekerjaan, jenis 
kelamin, dan tempat tinggal/alamat). 
b. Menyebutkan alasan penahanan yang dipersangkakan atau 
yang didakwaan kepadanya, maksudnya sudah jelas, yakni agar 
yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan 
pembelaan dan juga untuk kepastian hukum. 
c. Tempat ia ditahan, hal ini pun member kepastian hukum, baik 
bagi orang yang ditahan itu sendiri dan juga keluarganya. 
d. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan 
atau penetapan penahanan hakim sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya (ayat (3)). 
 
3. Penggeledahan  
KUHAP menguraikan dua jenis penggeledahan, yaitu 
penggeledahan rumah dan penggeledahan badan dan pakaian. 
64 
 
a. Penggeladahan Rumah64 
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki 
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
 Tata cara penggeledahan rumah yaitu:65 
1. Menurut Pasal 125 KUHAP, bahwa apabila dalam hal penyidik 
melakukan penggeledahan rumah, maka “Terlebih dahulu 
menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau 
keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.” 
2. Menurut Pasal 126 KUHAP, bahwa  pada saat penyidik dalam 
melakukan penggeledahaan rumah, maka: 
(1) Penyidik  membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 
penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (5); 
(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang 
penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian 
diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun 
tersangka atau keluarganya dan/atau kepala desa  atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi; 
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  Andi Sofyan, Op.cit. hlm. 153 
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(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau 
membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita 
acara dengan menyebut alasannya. 
3. Menurut Pasal 127 KUHAP, bahwa: 
(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, 
penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat 
yang bersangkutan; 
(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang 
dianggap perlu tindak meninggalkan tempat tersebut selama 
penggeledahan berlangsung. 
4. Menurut Pasal 36 KUHAP, bahwa penyidik dalam melakukan 
penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka dengan 
tidak mengurangi ketentuan tersebut harus diketahui oleh ketua 
pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum 
dimana penggeledahan itu dilakukan. 
 
b. Penggeledahan Badan dan Pakaian66 
Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk 
mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya 
serta untuk disita. 
Untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian, maka 
menurut Pasal 37 KUHAP, bahwa67: 
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(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang 
menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila 
terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada 
tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita; 
(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, 
penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah 
badan tersangka. 
4. Penyitaan  
Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkain 
tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan 
dan peradilan. 
Menurut J.C.T. Simorangkir,68 bahwa penyitaan adalah “Suatu cara 
yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai 
sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa 
ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu 
tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian 
bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang 
dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilkinya.” 
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Prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, 
sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:69 
1. Menurut Pasal 40 KUHAP, bahwa “Dalam hal tertangkap tangan 
penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut 
diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain 
yang dapat dipakai sebagai barang bukti.” 
2. Menurut Pasal 41 KUHAP, bahwa “Dalam hal tertangkap tangan 
penyidik berwenang menyita paket atau surat  atau benda yang 
pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau 
pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut 
diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan 
untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau 
pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda 
penerimaan. 
3. Menurut Pasal 42 KUHAP, bahwa: (1) Penyidik berwenang 
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat 
disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan 
pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan 
surat tanda pemerimaan; (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat 
diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan 
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itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya 
atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda 
tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 
4. Menurut Pasal 43 KUHAP, bahwa “Penyitaan surat atau tulisan lain 
dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 
merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya 
dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua 
pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.” 
5. Pemeriksaan Surat 
Menurut Sudikno Mertokusumo, 70  surat adalah segala sesuatu 
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan 
isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan 
sebagai pembuktian. 
Tata cara pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47, 48, 49 KUHAP 
serta Pasal 131 dan 132 KUHAP. Pasal 47 menyebutkan bahwa: (1) 
Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim 
melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan 
alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang 
sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua 
pengadilan negeri; (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat 
meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan 
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atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan 
kepada surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda 
penerimaan; (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. 
Pasal 48 KUHAP menyebutkan bahwa: (1) Apabila sesudah dibuka 
dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara 
yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara; 
(2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya 
dengan perkara tersebut, surat itu ditutupi rapi dan segera diserahkan 
kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan lain 
setelah dibubuhi cap yang berbunyi “Telah dibuka oleh penyidik “ dengan 
dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik; (3) Penyidik 
dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan 
sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. 
 
Pasal 49 KUHAP menyebutkan bahwa: (1) Penyidik membuat 
berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 
Pasal 75; (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan 
kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau 
perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan. 
 
Pasal 131 KUHAP menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal suatu tindak 
pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat 
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diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan 
sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk 
menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya 
dan jika perlu menyitanya; (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini. 
Pasal 132 KUHAP menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal diterima 
pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau 
diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh 
penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli; (2) 
Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang 
dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat 
dapat dating atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang 
wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu 
kepadanya untuk digunakan sebagai bahan perbandingan; (3) Dalam hal 
suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian 
serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama 
waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya 
untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan; (4) Dalam hal 
surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari 
suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai 
surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu 
penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat; (5) Dalam hal surat 
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atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat 
permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya; 
(6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini 
dibebankan pada dan sebagai biaya perkara. 
 
Setelah proses penyidikan telah dilaksanakan, maka penyidik 
Kejaksaan segera melakukan pemberkasan berita acara hasil penyidikan. 
Setelah proses pemberkasan berita acara hasil penyidikan telah selesai, 
maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.  
Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 
a. Penyerahan tahap pertama71 
Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik 
menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut 
umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun 
demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada 
penuntut umum, undang-undang “Belum menganggap penyidikan telah 
selesai.” Dengan kata lain, penyerahan berkas perkara secara nyata dan 
fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, 
sebab kemungkin besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan 
oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik 
melakukan “Tambahan pemeriksaan penyidikan”.72 
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b. Penyerahan berkas tahap kedua 
Apabila dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan 
berkas perkara, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa 
dan tidak pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka 
dengan sendirinya menurut hukum: Penyerahan berkas perkara sudah 
sah dan sempurna beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan 
cara dan prosedur apa-apa lagi, dan dengan sendirinya terjadilah 
penyerahan “Tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara yang 
bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum yang meliputi: 
berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan 
tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan.73 
Apabila dalam serangkain proses penyidikan tidak ditemukan cukup 
bukti, maka penyidik berhak mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan atau disebut SP3. SP3 menggunakan formulir yang telah 
ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 
1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik 
Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak 
Pidana.74 
Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 
(2) KUHAP, yaitu: 
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1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak 
memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang 
diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan 
tersangka.    
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila 
ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak 
menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka 
meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat dengan SP3 
diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: 
1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik polri, 
pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut 
umum dan tersangka/keluarganya 
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka 
pemberitahuan penyidikan disampaikan pada: 
a) Penyidik polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan 
koordinasi atas penyidikan; dan 
b) Penuntut umum 
 
c. Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana 
Korupsi  
Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang: 
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1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu; 
Setelah jaksa melakukan penyidikan, maka penyidik segera 
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 75  Penyerahan 
berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dua tahap yaitu pada 
tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal 
penyidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum76. 
Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi, dari hasil 
wawancara dengan A. Sumardi (Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejari 
Sidrap) Tanggal 27 Oktober 2014, beliau mengatakan bahwa: 
“Apabila perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh pihak 
Kejaksaan Tinggi, maka berkas hasil penyidikan diserahkan kepada 
penuntut umum di Kejaksaan Negeri kelas I dimana tempat 
pengadilan tindak pidana korupsi berada, dalam hal ini di 
Kejaksaan Negeri Makassar.” 
 
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 
Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, terlebih 
dahulu JPU perlu melakukan prapenuntutan. Hal tersebut termuat dalam 
penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia 
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Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi “Dalam 
melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. 
Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan 
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari 
penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil 
penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna 
dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara 
tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. 
Menurut Pasal 110 KUHAP: (1) Dalam hal penyidik telah selesai 
melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas 
perkara itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penuntut umum 
berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih belum 
lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu 
kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) Dalam hal penuntut 
umum mengembalikan hasil penyidikan tambahan sesuai dengan 
petunjuk dari penuntut umum; (4) Penyidikan dianggap telah selesai 
apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak 
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 
tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut 
umum kepada penyidik. 
Menurut Pasal 138 KUHAP: (1) Penuntut umum setelah menerima 
hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam 
waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil 
76 
 
penyidikan itu sudah lengkap atau belum; (2) Dalam hal penyidikan 
ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara 
kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 
dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan 
berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 
kepada penuntut umum. 
Pasal 139 KUHAP menjelaskan bahwa “Setelah penuntut umum 
menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari 
penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah 
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke 
pengadilan.”  
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan; 
Pasal 20 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa untuk kepentingan 
penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 21 KUHAP 
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 
mengulangi tindak pidana; (2) Penahanan atau penahanan lanjutan 
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dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau 
terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan 
hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan 
menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan 
yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 
Menurut Pasal 25 KUHAP (1) Perintah penahanan yang diberikan 
oleh penuntut umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, hanya 
berlaku paling lama dua puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana yang 
tersebut pada ayat (1) apabila dipergunakan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari; (3) 
Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan tersebut, 
jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; (4) Setelah waktu lima 
puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka 
dari tahanan demi hukum. 
Menurut Pasal 29 KUHAP (1) Dikecualikan dan jangka waktu 
penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan 
Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka 
atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak 
dapat dihindarkan karena; a. Tersangka atau terdakwa menderita 
gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter, atau; b. Perkara yang sedang diperiksa diancam 
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dengan pidana penjara sembilan tahun lebih. (2) Perpanjangan tersebut 
pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal 
penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk 
paling lama tiga puluh hari. (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas 
dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Penyidikan 
dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; b. Pemeriksaan di 
pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi; c. Pemeriksaan 
banding diberikan oleh ketua Mahkamah Agung; (4) Penggunaan 
kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 
(3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. 
4. Membuat surat dakwaan 
Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta 
yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan 
merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka 
sidang pengadilan.77 Pada dasarnya, hanya kejaksaan yang berwenang 
melakukan penuntutan terhadap tindak pidana di muka sidang pengadilan. 
Namun terdapat pengecualian yaitu terhadap pemeriksaan tindak pidana 
acara ringan dan acara pelanggaran lalu lintas (Pasal 205 ayat (2) dan 
Pasal 212). 
Syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 KUHAP yaitu: 
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a. Harus memuat syarat formal, antara lain: diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh penuntut umum, serta memuat identitas terdakwa 
seperti nama lengkap, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekerjaan. 
b. Harus memuat syarat materiel, yaitu surat dakwaan harus memuat 
uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
 
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan 
Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, maka segera 
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang 
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 153 
ayat (1)) 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa  tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 
Menurut Pasal 145 KUHAP, (1) Pemberitahuan untuk datang ke 
sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan 
surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila 
tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman 
terakhir; (2) apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di 
tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala 
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desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat 
kediaman terakhir; (3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat 
panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan 
negara; (4) penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun 
oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda 
penerimaan; (5) apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir 
tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di 
gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. 
Kemudian lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 146 KUHAP, (1) 
Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang 
memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil 
yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 
tiga hari sebelum sidang dimulai; (2) Penuntut umum menyampaikan 
panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan 
untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang 
bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. 
7. Melakukan penuntutan 
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari 
penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk 
wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Apabila 
hakim menganggap bahwa perkara itu sudah sesuai dengan 
kewenangannya, maka penuntut umum segera melakukan penuntutan 
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 137 KUHAP bahwa “Penuntut 
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umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 
didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.  
Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi, dari hasil 
wawancara dengan A. Sumardi (Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejari 
Sidrap) Tanggal 27 Oktober 2014, beliau mengatakan bahwa: 
“Dalam hal Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang melakukan 
penuntutan tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana 
korupsi di Makassar, justru menimbulkan banyak permasalahan 
atau kendala-kendala seperti jarak antara Sidrap dengan Makassar 
yang cukup jauh yaitu sekitar 200 km, lain halnya dengan biaya 
transportasi dan konsumsi yang cukup banyak digunakan selama 
perjalanan ke Makassar.” 
  
Maka dari itu, dengan keberadaan pengadilan tindak pidana 
korupsi yang hanya berada di Makassar, justru menghambat pihak 
kejaksaan negeri yang berada di luar kota Makassar dalam melakukan 
penuntutan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan daripada dikeluarkannya 
SE-001/JA/A/2010 yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi. 
 
8. Menutup perkara demi kepentingan umum 
Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan 
penuntutan, terlebih dahulu penuntut umum melakukan pemeriksaan. Hal 
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 140 KUHAP, yang berbunyi: (1) 
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat 
dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat 
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dakwaan; (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk 
menghentikan penuntutan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup 
demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat 
ketetapan; b. isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka 
dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan; c. Turunan surat ketetapan 
itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat 
hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim; d. apabila 
kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan 
penuntutan terhadap tersangka. 
 
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum. 
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti 
identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas 
batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan 
pengadilan (Penjelasan Pasal 14 huruf I KUHAP).  
 
10. Melaksanakan penetapan hakim 
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 





2. Implementasi SE-001/A/JA/01/2010 Terhadap Pengendalian 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
 Dari hasil wawancara dengan Syahrul J. Subuki (Kepala Seksi 
Penyidikan Pidsus di Kejati Sulselbar) pada Tanggal 20 Oktober 2014, 
beliau mengatakan bahwa:  
“Dasar filosofis mengapa angka Rp 5 Miliar dijadikan sebagai dasar 
dalam SE-001/A/JA/01/2010, karena anggaran pembangunan 
gedung di wilayah kabupaten/kota pada umumnya berkisar diangka 
Rp 5 Miliar ke bawah, sedangkan kalau di propinsi berkisar diangka 
Rp 5 Miliar ke atas.”  
 
Berikut ini penulis menyajikan data skema penanganan perkara 



































Dari berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, semuanya memiliki 














Negara 10 M > 
 
Kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara 10 M > 
KEJATI 
Kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara < 10 M  
 
KEJARI 
Kerugian keuangan negara atau 





Perkara korupsi yang menarik perhatian 




 Kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara 5 M > 
 
KEJARI 
 Kerugian keuangan negara atau 




melihat realitas kinerja Kejaksaan dalam menerapkan SE-
001/A/JA/01/2010 terhadap pengendalian penanganan perkara tindak 
pidana korupsi, maka penulis menyajikan data sebagai berikut: 
Tabel 1: 
Data Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 












bawah Rp 5 M 
Penghentian 
Penyidikan 
2010 12 3 9 1 
2011 8 2 6 3 
2012 15 3 12 8 
2013 18 4 14 - 
2014 
(Jan-Okt) 
6 3 3 - 
Jumlah 59 15 44 12 










Data Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 






Negara di atas 




bawah Rp 5 M 
Penghentian 
Penyidikan 
2010 3 1 2 - 
2011 4 0 4 - 
2012 2 1 1 - 
2013 2 0 2 - 
2014  
(Jan-Okt) 
1 0 1 - 
Jumlah 12 2 10 - 
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar, 2014  
 
Tabel 3: 
Data Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 






Negara di atas 




bawah Rp 5 M 
Penghentian 
Penyidikan 
2010 6 - 6 - 
2011 4 - 4 - 
2012 3 - 3 1 
2013 4 - 4 1 
2014  
(Jan-Okt) 
2 - 2 1 
Jumlah 19 - 19 3 
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 2014  
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Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 
lima tahun, Kejaksaan Tinggi Sulsebar pernah melakukan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di 
bawah Rp 5 Miliar. Hal itu menandakan SE-001/A/JA/01/2010 tidak 
diindahkan atau dipatuhi. 
Dari hasil wawancara dengan Syahrul J. Subuki (Kepala Seksi 
Penyidikan Pidsus di Kejati Sulselbar) pada Tanggal 20 Oktober 2014, 
alasan SE-001/A/JA/01/2010 tidak diterapkan ialah: 
1. SE-001/A/JA/01/2010 tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat 
relatif. 
2. Perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas, sehingga 
mendorong Kejaksaan Tinggi untuk menanganinya. 
3. Perkara tersebut awalnya dilaporkan di Kejaksaan Tinggi, sehingga 
tidak memungkinkan Kejaksaan Negeri yang menanganinya. 
4. Sitsuasi politik di daerah tidak memungkinkan. 
5. Apabila perkara tersebut diduga pelakunya adalah orang-orang 
penting atau pejabat yang memiliki kewenangan besar di daerah 
itu, dan untuk itu dikhawatirkan Kejaksaan Negeri mengalami 
intervensi sehingga perkara diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi. 
 
Data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Makassar, dapat 
disimpulkan bahwa bukan hanya pihak Kejaksaan Tinggi yang tidak 
mengindahkan SE-001/A/JA/01/2010, tetapi pihak Kejaksaan Negeri 
Makassar juga tidak mengindahkannya dengan menangani perkara tindak 
pidana korupsi di atas Rp 5 Miliar. Dari hasil wawancara dengan Greafik 
L.T.K. (Jaksa Pidana Khusus di Kejari Makassar) pada Tanggal 21 
Oktober 2014, alasan SE-001/A/JA/01/2010 tidak diterapkan ialah: 
1. SE-001/A/JA/01/2010 bersifat tidak mengikat 





Lebih lanjut Greafik mengatakan bahwa: 
“Walaupun perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian 
keuangan negara di atas Rp 5 Miliar ditangani oleh pihak 
Kejaksaan Negeri Makassar, tetapi tetap harus berkoordinasi 
dengan pihak Kejaksaan Tinggi, baik dalam tahap penyelidikan, 
penyidikan maupun penuntutan.” 
 
Penulis menganggap bahwa dengan tidak diindahkannya SE-
001/JA/A/2010 terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, 
menandakan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan 
Negeri belum berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, diperlukan 
komunikasi yang lebih intens antara kedua instansi tersebut. 
B. Kelebihan Dan Kekurangan Penerapan SE-001/A/JA/01/2010 
Terhadap Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
Kejaksaan dalam melakukan pengendalian penanganan perkara 
tindak pidana korupsi, harus berdasarkan pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan  Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI serta peraturan 
lainnya seperti halnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal 
ini menandakan adanya penerapan asas hukum “Lex Spesialis Derogat 
Legi Generali” yang artinya penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum 
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yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian terdapat pula penerapan 
asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” yang artinya peraturan 
yang tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah. 
 
Dasar peraturan lainnya mengenai kewenangan jaksa dalam 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ialah: 
a. Intruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 Tanggal 2 Desember 1998 
Tentang Pemberantasan  KKN, yang berisi antara  lain :  Presiden 
mengintruksikan  kepada  Jaksa Agung untuk : Pertama segera 
mengambil tindakan  proaktif, efektif, dan efisien dalam 
memberantas korupsi, kolusi dan  nepotisme guna memperlancar 
dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia. 
b. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun  1999 Tanggal 30 Juli 1999 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana 
dalam Pasal 17  disebutkan  bahwa  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  
Pidana  Khusus mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan,  
penyelidikan, penyidikan, pemeriksa tambahan, penuntutan, 
pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan,  
pengawasan  terhadap  pelaksanaan keputusan  lepas  bersyarat  
dan tindakan hukum lain mengenai  tindak pidana  ekonomi,  tindak  
pidana korupsi, dan tindak  pidana  khusus lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang  
ditetapkan  oleh  Jaksa  Agung.   
90 
 
c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam hal melaksanakan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan dan 
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang 
dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan 
Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
disebutkan dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut 
diteruskan, KPK melaksanakan  penyidikan  sendiri  atau  dapat  
melimpahkan  perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau 
kejaksaan. 
d. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1 11212005, Nomor: 
KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerja Sama Antara Komisi 
Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia 
Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan 
pada Pasal 11 huruf c, koordinasi: “KPK dapat melimpahkan 
proses/hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi 
kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara.” 
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 
Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
PERTAMA :Membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan 
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Presiden ini disebut Tim Tastipikor, yang terdiri dari 
unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 
melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan 
wewenangnya masing-masing.  
KEDUA :Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas fungsi 
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada 
Diktum PERTAMA berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
KETIGA :Tim Tastipikor bertugas: 
a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai 
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus 
dan/atau indikasi tindak pidana korupsi 
b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras 
melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan 
mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka 
pengembalian keuangan Negara secara optimal yang berkaitan 
dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
 
f. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011  
Tanggal 21  Januari  2011.  Pasal  21  ayat  (1) dan (2) Peraturan 
Presiden  RI Nomor 38 tahun 2010, menyebutkan : 
(1) Jaksa  Agung  Muda  bidang  tindak  pidana  khusus  
mempunyai tugas  dan  wewenang  melaksanakan  tugas  dan  
wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi. 
(2) Lingkup  bidang  tindak  pidana khusus sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat (1) meliputi penyelidikan,  penyidikan,  prapenuntutn, 
pemeriksaaan taambahan, penuntutan, upaya hukum, 
pelaksanaan penetapan hakim dan putusan  pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan 
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keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus 
serta tindak pidana lainnya”. 
Sehubungan dengan semakin meningkatnya perkara tindak pidana 
korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan, maka penulis menyajikan 
data perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan dari tahun 2011 s/d September 2014 di Kejati dan Kejari, 
Cabjari Se-Sulawesi Selatan dan Barat . 
Tabel 4: 
Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan, 
Penyidikan dan Penuntutan dari Tahun 2011 s/d September 2014 di 








(Asal Dik dari 
Kejaksaan & Polri) 
2011 26 98 90 
2012 70 106 106 
2013 165 128 123 
2014  
(Jan-Sept) 
131 80 123 
Jumlah 392 412 442 
 
Sumber Data:  Akumulasi Data Laporan Tahunan Kejaksaan RI  dari 
Situs www.kejaksaan.go.id 
 
Data diatas menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi 
yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-
Sulawesi Selatan dan Barat semakin bertambah. Hal ini menandakan 
berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
dalam memberantas korupsi belum berhasil. Sehingga diperlukan 
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peraturan-peraturan baru yang lebih mengoptimalkan kinerja Kejaksaan 
dan memberi efek jera bagi para koruptor. 
Sehubungan dengan wewenang yang dimilki Kepala Kejaksaan 
Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam memberikan SP3 sesuai 
dengan maksud dari SE-001/A/JA/01/2010, Dari data tersebut, dalam 
kurun waktu lima tahun terdapat 12 surat perintah penghentian penyidikan 
atau disingkat SP3 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Dan 
3 surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan 
Negeri Sidrap. Hal demikian menunjukkan biaya yang digunakan sejak 
proses penyelidikan dan penyidikan justru merugikan keuangan negara, 
padahal tujuan utamanya memberantas tindak pidana korupsi adalah 
menyelamatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, dengan tidak 
adanya koordinasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan 
Kejaksaan Negeri menimbulkan celah timbulnya penyalahgunaan 
wewenang dalam menerbitkan SP3.  
Dari hasil wawancara dengan Syahrul J. Subuki (Kepala Seksi 
Penyidikan Pidsus di Kejati Sulselbar) pada Tanggal 20 Oktober 2014, 
bahwa: 
“Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan biaya 
yang cukup agar proses penanganan perkara tindak pidana korupsi 
sejak pada tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan 
berjalan dengan baik dan lancar. Namun saat ini biaya untuk 
Kejaksaan belum memadai dalam menangani perkara tindak 
pidana korupsi.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa proses penanganan 
perkara tindak pidana korupsi menggunakan biaya yang cukup tinggi, baik 
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yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Jadi 
apabila suatu perkara dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan 
membutuhkan waktu yang lama, maka penyelamatan keuangan negara 
juga semakin lamban. Hal ini bertentangan dengan tujuan daripada 
dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk menyelamatkan keuangan negara. 
Maka dari itu, Kejaksaan dituntut untuk lebih bekerja keras dalam 
menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sampai terbitnya putusan 
pengadilan dengan mengefisiensikan waktu yang ada. 
 Penerapan SE-001/A/JA/01/2010 dalam menangani perkara tindak 
pidana korupsi mengalami tumpang tindih antara Kejaksaan Tinggi 
Sulselbar dan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Berdasarkan data 
laporan ACC Makassar bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi bansos 
sidrap dengan kerugian keuangan negara Rp 4,2 Miliar. Kasus tersebut 
justru ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulselbar namun dihentikan 
pada tahap penyelidikan, padahal kalau merujuk pada surat edaran 
tersebut, maka yang seharusnya menanganinya adalah pihak Kejaksaan 
Negeri Sidenreng Rappang. Dari permasalahan tersebut, penulis terlebih 
dahulu mengkaji kekuatan hukum dari keberlakuan surat edaran.  
 Dari hasil wawancara dengan Romi Librayanto (PD III FH-UH) 




“Surat edaran tidaklah bersifat mengikat karna bukan merupakan 
bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 
yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Surat 
edaran hanya bersifat tertib administratif dengan tujuan untuk 
mempermudah peraturan yang lebih tinggi yang sudah ada 
sebelumnya, dengan ketentuan tidak mengatur kembali norma atau 
aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Apabila surat edaran bertentangan dengan 
Undang-undang, maka harus segera dicabut oleh pejabat yang 
mengeluarkan surat edaran tersebut.” 
  
Berdasarkan hal itu, penerapan SE-001/A/JA/01/2010 yang 
membagi kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara tindak 
pidana korupsi berdasarkan besaran kerugian keuangan negara 
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan, khususnya pada Pasal 4 berkaitan dengan ruang lingkup 
kewenangan Kejaksaan, dimana Kejaksaan Agung daerah hukumnya 
meliputi wilayah negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi meliputi 
wilayah provinsi dan Kejaksaan Negeri meliputi wilayah kabupaten/kota.  
Dilain sisi, dari hasil wawancara dengan Syahrul J. Subuki (Kepala 
Seksi Penyidikan Pidsus di Kejati Sulselbar) pada Tanggal 20 Oktober 
2014, beliau mengatakan bahwa: 
 “SE-001/A/JA/01/2010 memberikan manfaat bagi kejaksaan dalam 
melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keuntungan 
yang dapat diperoleh ialah: 
1. Pimpinan Kejaksaan, baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan 
Tinggi maupun di Kejaksaan Agung dapat dengan mudah 
memonitor perkembangan penanganan perkara tindak pidana 
korupsi serta dapat memilah atau tidak disparitasnya 
penanganan perkara korupsi; 
2. Member peluang kepada pimpinana Kejaksaan di daerah untuk 
lenbih aktif melakukan penanganan perkara korupsi, atau 
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dengan kata lain dilatih untuk mandiri agar tidak lagi selalu 
meminta petunjuk; 
3. Kejaksaan di daerah distimulus agar lebih aktif mencari data 
tindak pidana korupsi di daerah yang bersangkutan.” 
 
Berdasarkan hal di atas, penerapan SE-001/A/JA/01/2010 
menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap penanganan perkara 
tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan peraturan yang lebih 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. SE-001/A/JA/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Korupsi tidak diimplementasikan sebagaimana 
mestinya baik di Kejaksaan Tinggi Sulselbar maupun di Kejaksaan 
Negeri Makassar. Ada beberapa alasan mengapa SE-
001/JA/A/2010 tidak dilaksanakan, yaitu: SE-001/A/JA/01/2010 
tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif; Perkara tersebut 
menarik perhatian masyarakat luas, sehingga mendorong 
Kejaksaan Tinggi untuk menanganinya; Dan situasi politik di daerah 
tidak memungkinkan. 
 
2. Kelebihan dan kekurangan penerapan SE-001/A/JA/01/2010 
terhadap pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi  
1. Kelebihan penerapan SE-001/A/JA/01/2010 terhadap 
pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi ialah: 
a. Pimpinan Kejaksaan, baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan 
Tinggi maupun di Kejaksaan Agung dapat dengan mudah 




korupsi serta dapat memilah atau tidak disparitasnya 
penanganan perkara korupsi; 
b. Memberi peluang kepada pimpinan Kejaksaan di daerah 
untuk lebih aktif melakukan penanganan perkara korupsi, 
atau dengan kata lain dilatih untuk mandiri agar tidak lagi 
selalu meminta petunjuk; 
c. Kejaksaan di daerah distimulus agar lebih aktif mencari data 
tindak pidana korupsi di daerah yang bersangkutan.” 
 
2. Kekurangan penerapan SE-001/A/JA/01/2010 terhadap 
pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi ialah: 
a. SE-001/A/JA/01/2010 yang membatasi kewenangan antara 
pihak Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 
Agung dalam melakukan pengendalian penanganan perkara 
korupsi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; 
b. Memberi keleluasan bagi Kepala Kejaksaan Negeri maupun 
Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengeluarkan kebijakan 
penghentian penyidikan atau penuntutan perkara korupsi 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kejaksaan 
Agung, sehingga rawan menimbulkan kepentingan sosial-
politik di daerah; 
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c. Menghambat Kejaksaan Negeri di luar kota Makassar dalam 
melakukan penuntutan, karna pengadilan tindak pidana 
korupsi hanya berada di kota Makassar. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi sebelum 
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau 
penuntutan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Kejaksaan 
Agung, demi mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menerbitkan 
surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian, 
penyidik Kejaksaan seharusnya lebih intens berkoordinasi dengan 
BPK atau BPKP selama proses pengawasan penggunaan 
anggaran oleh pejabat yang berwenang, bukan hanya pada saat 
selesainya proses audit oleh BPK atau BPKP, agar kerugian 
keuangan negara dari perbuatan korupsi dapat segera diketahui 
dan meminimalisir rekayasa hasil audit terakhir. Dan pentingnya 
penambahan anggaran bagi Kejaksaan dalam melakukan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi agar lebih efektif dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta pentingnya 
pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi di setiap 
kabupaten/kota demi mengoptimalkan waktu penyelesaian perkara 
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tindak pidana korupsi sebagaimana amanat dari Undang-undang 
Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
2. Tidak perlu adanya pembatasan kewenangan dalam melakukan 
pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi 
berdasarkan angka di atas dan di bawah Rp 5 Miliar. Seharusnya 
setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten/kota harus 
ditangani oleh Kejaksaan Negeri masing-masing, kecuali Kejaksaan 
Negeri tidak sanggup menyelesaikan perkara itu dan harus dibantu 
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